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A. Latar Belakang Penélitian

Kehidupan manusia didalam bermasyarakat memilikanen penting dalam
sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedutya sebagai mahluk sosial
senantiasa akan berinteraksi dengan manusia laidaimm upaya menunjukkan
kebutuhan hidupnya. Setiap warga negara dalam &eaehya hampir selalu
bersentuhan dengan aspek-aspek politik baik yanginbieol maupun tidak.
Kehidupan politik yang merupakan bagian dari kesahadalam interaksi antar
warga negara dengan pemerintah, dan intusi-intusad pemerintahatnon-formal),
dan telah menghasilkan dan membentuk variasi pemdapandangan dan
pengetahuan tentang praktek-praktek perilaku gotiilam semua sistem politik.
Aristoteles 384-322 SM mengatakan baHlwan is by nature a political animal”,
atau yang lazim disebut dengawon politicon Aristoteles mengatakan bahwa
manusia itu makhluk sosial tidak hanya bermaksudegmeskan ide tentang kewajiban
manusia untuk bersosialisasi dengan sesamanyankaeldde tentang makhluk sosial
terutama bermaksud menunjuk langsung pada keseaapuigrentitas dan jati diri manusia.
Mengapa demikian? sosialitas adalah kodrat marisiausia tidak bisa hidup sendirian.

Manusia memerlukan manusia lain. Secara kodratiysia adalah mahluk yang memiliki



kecenderungan untuk hidup dalam kebersamaan defganlain untuk belajar hidup
sebagai manusia.

Sebagaimana Almond dan Verba (2009:16), mendikarsibudaya politik
sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga adgdnadap sistem politik dan
aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap perssrga wegara yang ada di dalam
sistem itu. Dengan kata lain bagaimana distribot-pola orientasi khusus menuju
tujuan di antara bangsa itu. Lebih jauh mereka mkan bahwa warga negara
senantiasa mengindentifikasi diri mereka denganbeksimbol dan lembaga
kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki

Berkaitan dengan hal diatas dapat diartikan sdieybicara budaya politik
maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistemilpdiial-hal yang di orientasikan
dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-kompogang terdiri dari komponen-
komponen struktur dan fungsi dalam sistem politieseorang akan memiliki
orientasi yang berbeda terhadap sistem politik dengielihat fokus yang di
orientasikan, apakah dalam tatanan struktur podtrkiktur dari fungsi politik atau
gabungan dari keduanya. Contohnya orientasi potiithadap lembaga politik,
politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif daaebagainya. Dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara keanekaragaman memedu&fn perekat agar bangsa
yang bersangkutan dapat bersatu guna memeliharahea negerinnya.

Suatu bangsa dalam menyelengarakan kehidupanngi tetlepas dari
pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas haoutignbal balik atau kait-

mengait antara filosofi bangsa, idiology, aspirdsn cita-cita yang dihadapkan pada



kondisi sosial masyarakat, budaya, dan tradisid&aa alam dan wilayah serta
pengalaman sejarahnya.

Semenjak berabad-abad lalu, etnis Tionghoa detiaihdonesia dengan jumlah
yang cukup besar. Tetapi, karena persoalan menyamgkis masih dianggap peka,
sebelum tahun 2000, jumlah suku bangsa/etnis dnbgla tidak pernah dimasukkan ke
dalam sensus penduduk Republik Indonesia. Perhitujpgnlah etnik Tionghoa ditaksir
berdasarkan sensus tahun 1930. Pada waktu itualuethik Tionghoa hanya 1,2
juta, kira-kira 2,03% penduduk Indonesia. Menurengapat lain, jumlah etnik
Tionghoa di antara 2,5% dan 3% atau bahkan lelshrbgaitu berkisar antara 4-5%.
Sensus 2000 tidak memberikan jumlah etnik Tionglarey lengkap.

Hasil perhitungan menunjukkan angka 1,7 juta, &iaa-kira 0,86%. Jika
ditambah dengan etnik Tionghoa asing, jumlahnya-kira 1,8 juta, yaitu 0,91%.
Tetapi menurut perhitungan berdasarkan sensus 2000ah penduduk Tionghoa
Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (WNIWNA) kira-kira 3 juta
orang, yaitu sekitar 1,5% (Suryadinata, Arifin, dananta 2003). Jumlahnya lebih
besar daripada sensus 1930, namun angka dalamn pebsie rendah dibandingkan
sensus 1930. Menurunnya persentasi etnik Tionghaoagkmn disebabkan oleh tiga
faktor utama: angka kelahiran yang menurun, imigkasluar negeri akibat gejolak
politik dan sosial, dan kebijakan asimilasi selasnde baru. Faktor yang terakhir ini
ada hubungannya dengan tema khusus Antropologné&si@ kali ini, yaitu kebijakan

negara Indonesia terhadap minoritas etnik Tionghoa.



Leo Suryadinata membahas kebijakan pemerintah &sl@anmenyangkut
persoalan etnis Tionghoa dari masa ke masa, teautaasa orde baru dengan proyek
kebijakan asimilasi dan masa pasca rezim peme&dntaRresiden Soeharto.
Kebijakan ini ditandai dengan penghapusan pilarpikebudayaan Tionghoa
(termasuk penutupan sekolah Tionghoa, pembubaganisasi etnik Tionghoa dan
pemberedelan mass media Tionghoa) serta simbolesimdn adat-istiadat etnis
Tionghoa. Dalam keadaan demikian, sejumlah oranggfioa telah dibaur dan tidak
merasa sebagai Tionghoa lagi. Leo menegaskan b&blwanpok etnis Tionghoa
tidak lenyap dan jumlahnya masih sangat besar d@brlesia. Dengan berubahnya
kebijakan pemerintah menjadi lebih akomodatif, kejk#an identitas diri etnik
Tionghoa bukan hal yang tidak mungkin.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002atenPenetapan Tahun
Baru Imlek, tahun baru Imlek telah di akui sebaggah satu hari besar nasional.
Bahkan sejak pemerintahan Presiden AbdurrachmanidWVakarga Tionghoa
memperoleh hak-hak yang sama dengan warga negéoadsia lainnya, disamping
itu semakin pudarnya tabu perbedaan suku, rasgiana

Di dalam ruang demokrasi yang ada sekarang inilmada persoalan yang
dirasakan masyarakat etnis Tionghoa, salah satyaryg penting adalah keterlibatan
mereka di kancah politik. Beredar berbagai hipstesitang bentuk partisipasi politik
kelompok masyarakat ini setelah selama zaman kepeiman Presiden Soeharto
dipaksa agar selalu menjauhi politik, ada yangé&mdapat bahwa etnis Tionghoa di

Indonesia dan khususnya di Kota Pontianak KalinmanBarat terutama yang



bergerak di bidang bisnis dan perdagangan, tegip memihak ke partai besar dan
yang sedang berkuasa, yaitu Partai Golongan KeayaRartai Demokrat Indonesia
Perjuangan, sementara pendapat lain mengatakan Teétmighoa memilih partai yang
terbuka yang menjanjikan keberagaman. Ada jugagikein sebagian etnis Tionghoa di
Indonesia untuk membangun kekuatan politik seatti partai politik sendiri, tetapi ada
juga yang menganggap mereka apatis terhadap pkdétabatisan ini di buktikan bahwa di
dalam lingkungan administrasi pemerintahan masdapat pemberlakuan diskriminatif
terhadap komunitas warga negara Indonesia (WNhghoa/Cina, dalam kenyataannya
memang pemerintah Kota tidak memberlakukan Surdkti BKiewarganegaraan
Republik Indonesia (SKBRI), namun masih banyak okryang mencari keuntungan
dari hal itu. (Jawa Pos, 16/06/04).

Berkaitan dengan uraian di atas, jika selama pleamli umum 1999,
komunitas etnis Tionghoa masih tampak malu-malu dgak canggung dalam
berpolitik, namun di dalam pemilu 2004 partispasiitfx komunitas Tionghoa
terlihat semakin dinamis dan asertif. Sebutan “ekaii dan “apolitis” adalah dua
stigma populer yang sudah melekat bagi etnis Tioaglpersepsi mayoritas elite
politik Indonesia tampaknya masih berkutat di skarena menilai partisipasi warga
etnis Tionghoa sebatas keuntungan ekonomis sajaep® ini adalah buah dari
asumsi yang tidak mendasar bahwa komunitas wangs Bonghoa yang hanya 2%
dari populasi menguasai 70% perekonomian nasioGata kekuatan ekonomi
komunitas etnis Tionghoa memang sudah ada sejganalsdolonial, tetapi label 2%

dan 70% menjadi kelihatan di akhir tahun 1990-aininge krisis ekonomi yang



melanda Indonesia, dikarenakan tendensi bombajtis&h jurnalis masa lalu yang
salah mengutip penelitian Michael Backman (1998htang kapitalisasi pasar 300
konglomerat Indonesia. Backman menemukan 73% kataitalisasi pasar dimiliki
oleh warga etnis Tionghoa. Akan tetapi kapitalidman perekonomian nasional,
kapitalisasi pasar tidak mengikutsertakan Badanh&sklilik Negara (BUMN),
perusahaan asing dan multinasional, serta aspehykiyang berkontribusi lebih
besar untuk perhitungan perekonomian nasional j@gkdito, 2000).

Berkaitan dengan hal di atas tersebut, beberaphkasibmedia sepanjang
pemilu eksekutif dan legislatif telah mencatat lbepe perkembangan. Selama
pemilu, dimana sejumlah media mencatat setidak®gachlon legeslatif Tionghoa,
meskipun pada akhirnya hanya sebagian kecil yangabg mendapatkan kursi. Di
berbagai daerah muncul berbagai kreasi partisipal#ik yang dulu terasa minim
sekali, mulai dari peningkatan keanggotaan Pardditipy inisiatif debat/diskusi
politik oleh asosiasi Tionghoa, kampanye partaitfplsampai sosialisasi proses
pemilu. Di lihat selama kampanye pemilihan Presideriihat kemunculan perbagai
represintasi etnis Tionghoa baik untuk bersilatitomakepada Presiden Megawati
Soekarno Putri maupun Presiden Susilo Bambang Yardny

Tim sukses calon Presiden-pun bergerak dengan daagang berbeda,
tetapi relatif lebih asertif ketimbang masa-masaipesebelumnya, penyelengaraan
diskusi publikpun meningkat intensitasnya. Bagi ekar yang merasa partisipasi

politik Tionghoa tidak penting karena populasingdikit, mereka melupakan bahwa



jumlah mungkin memiliki makna yang cukup besar bagjhitungan suara pemilu,
tetapi memang kecil bagi proses demokratisasi ad@anprehensif.

Terlepas dari kekurangan yang ada, perkembangagdipemilu 2004 cukup
sesuai dengan harapan. Mayoritas warga masyarakatTl@onghoa akan memilih
kandidat yang menjamin tidak ada atau lebih sediiskriminasi dan stabilitas
ekonomi, agak sempit memang tetapi bisa dimengeengingat rekonstruksi
mindset apolitis selama tiga dekade orde baru. Masetelah runtuhnya rezim orde
baru lebih dari enam tahun reformasi, argumen betséama-lama akan luntur.
Nantinya komunitas Tionghoa tidak lagi bisa bersemyb dibalik argumen tersebut.
Roda demokratisasi di Indonesia sedang berputdrapiharus dibuat dan tindakan
harus diambil untuk memaknai eksistensi warga diasghoa di Indonesia.

Sejak reformasi politik digulirkan pada tahun 1988tem politik Indonesia
telah membuka ruang bagi seluruh warga negara &mmuntuk ikut serta dalam
berpolitik, termasuk bagi warga negara keturunars éfionghoa. Lahirnya Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang KewarganegdRagmublik Indonesia dan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, tentang Penghapiskriminasi Ras dan
Etnis adalah merupakan pencerminan dari komitmenepgatah untuk memberikan
perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukaftadichukum pada semua warga
negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras etais. Negara menyadari bahwa
memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembattsanpemilihan berdasarkan
pada ras dan etnis, mengakibatkan pencabutan aagumangan pengakuan,

perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusiaateidsan dasar dalam suatu



kesastraan di bidang politik, ekonomi, sosial darddya. Selain itu, tindakan
diskriminasi berdasarkan atas ras dan etnis mekkamjukebencian atau rasa benci
kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Paailan etnis itu bersifgiven
(memberi), yaitu suatu pemberian rahmat dari Tulang Maha Kuasa, dan tidak
ada satupun makhluk yang dapat meminta atau memilih

Kini negara tidak lagi mau lengah dan terhayuanatrauma sejarah yang
telah memberlakukan diskriminasi terhadap wargaareterdasarkan atas ras dan
etnis. Sudah saatnya perlindungan terhadap wagganéari segala bentuk tindakan
diskriminatif berdasarkan atas ras dan etnis diggjarakan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah serta masyarakat, dan nkalib@@artisipasi seluruh warga
negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuanna@ perundang-undangan.

Bagi warga etnis Tionghoa, perubahan atmosfir igotitari otoritarian ke
demokrasi yang memberikan kebebasan kepada waggaanentuk mengekspresikan
gagasan, hak, dan kepentingan politik melalui ledda; yang bersifat otoritatif yaitu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Unbtamgor 40 Tahun 2008,
merupakan suatu berkah yang patut disyukuri, dipegan serta dipertahankan.
Untuk itu perlu ada benteng yang kuat untuk beigpési aktif dalam bidang politik
dan Pemerintahan. Inilah saatnya untuk melibatkardalam aktivitas politik mulai
dari ranah lokal maupun nasional, melalui saramtappolitik dan pemilihan umum
untuk menunjukkan rasa komitmen kebangsaan yamgitisebagai warga negara

Indonesia.



Orientasi politik dan kesadaran berbangsa wargaraegtnis Tionghoa
secara perlahan semakin berkembang, tidak hanyandaal pengurusan identitas
kewarganegaraan yang sifatnya pasif tetapi jugangdabidang pemerintahan,
khususnya keterlibatan dalam partai politik. Selmglya dimasa pemerintahan orde
baru, bagi warga negara keturunan etnis Tionghdaktitersedia ruang untuk
berpartisipasi dalam politik. Apalagi pada masa, itpengakuan terhadap
kewarganegaraan merekapun masih setengah hatirdpeg#erlakuan Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) yangipketat oleh pemerintah.

Orientasi politik warga negara etnis Tionghoa tddpma politik cenderung
apatis, karena “pengakuan” terhadap eksistensi kaemebagai warga negara
Indonesia masih belum jelas. Di sisi lain, wargaseTionghoa sebelum bergulirnya
reformasi cenderung takutir{derpressureapabila melibatkan diri dalam berpolitik
karena keterkaitan sejarah hubungan RRC dan Ridselbgi komunis berkembang
di Indonesia. Kalimantan Barat, khususnya Kota faoak adalah daerah yang
populasi etnis Tionghoa cukup besar atau urutam&kesbtelah etnis melayu yang
merupakan etnis asli Kota Pontianak. Selama inivieds warga etnis Tionghoa lebih
fokus pada kegiatan perdagangan (ekonomi). Hangpiua sektor perdagangan di
Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak balétatakan “dikuasai” oleh
warga etnis Tionghoa. Namun kini, sejak pemilu dkgif Tahun 2004 dan Tahun
2009 ini, kesadaran warga negara etnis Tionghoand&egiatan politik semakin
meningkat, seiring dengan dihapuskannya kebijagatahg status kewarganegaraan

mereka.
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Warga negara etnis Tionghoa mengetahui dan menyadahwa
pengekanggan terhadap kebebasan menentukan halitdn (political right) adalah
sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Di B&uan orientasi terhadap
kebangsaan adalah suatu kewajiban sekaligus hal tydak dapat dibatasi oleh
agama, geografis, status sosial, status ekonoedladi politik, dan etnisitas.

Di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrachman Walaid dilanjutkan
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, warga aegtris Tionghoa semakin
mendapatkan perhatian dari negara yang menyebabé&eeka semakin “percaya diri”
bahwa tidak ada lagi diskriminasi dalam hal hak kiamajiban sebagai warga negara.
Sebagai pembuktian dari kepercayaan diri warga raegtnis Tionghoa tersebut,
dalam beberapa kali pemilu, baik pemilu legislatdupun pemilu kepala daerah dan
wakil daerah provinsi dan kabupaten/kota, selaja ada kompetitor dari kalangan
etnis Tionghoa. Bahkan di antaranya ada yang bérbelsagai pemenang, seperti
Walikota Singkawang, Wakil Gubernur Kalimantan Bagan Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Pontianak.

Data dari Sekretariat DPRD Kota Pontianak menurgnkkahwa hasil
pemilu 2004 terdapat 4 (empat) orang warga etnighoa yang terpilih sebagai
anggota DPRD Kota Pontianak yang berasal dari @teisghoa. Pada pemilu2009
meningkat menjadi 8 (delapan) orang yang beragalpdatai politik yang berbeda.
Tentu bukan tanpa alasan, keterlibatan dan pasisiparga negara etnis Tionghoa di
bidang pemerintahan, khususnya aktivitas merekandauatu partai politik yang

dapat menghantarkan mereka ke lembaga perwakily@atranenjadi tujuan utama.
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Dari sisi ilmu kewarganegaraan, tentunya aktiviteereka dalam kancah politik di
ranah lokal, antara lain disebabkan perubahan tasemolitik dalam penguatan
komitmen kebangsaan yang semakin meningkat. Hakimgat erat kaitannya dengan
pemahaman wawasan kebangsaan bagi setiap warga,ndigaana masalah negara
dan wawasan kebangsaan adalah masalah visi, nasi, tejuan, sebab tanpa
ketiganya tidak ada bangsa yang sanggup bertamameajadi bangsa besar di muka
bumi ini.

Berangkat dari perkembangan kesadaran politik wangayarakat etnis
Tionghoa yang cukup tinggi sebagaimana dipaparkatas, penulis tertarik untuk
meneliti tentang orientasi politik masyarakat efhisnghoa Kota Pontianak dalam

penguatan komitmen kebangsaan, khususnya di KotizaRak.

B." Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas daigintifikasi masalah umu
penelitian yakni: Bagaimana orientasi politik masgat etnis Tionghoa dalam
penguatan komitmen kebangsaan secara rinci? Bé&dasarasalah penelitian di atas

tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitiaagse berikut :

1. Bagaimana orientasi politik masyarakat etnis Tiaglli Kota Pontianak

dalam penguatan komitmen kebangsaan?

2. Bagaimana strategi masyarakat etnis Tionghoa dafemiakukan aktivitas

politik di Kota Pontianak?
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3. Bagaimana peran aktor politik masyarakat etnis ghoa dalam melakukan

aktivitas politik di Kota Pontianak?

4. Faktor apakah yang mendorong tumbuh dan meluasngkat orientasi
politik masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontiand&lam penguatan

komitmen kebangsaan?

C. Tujuan Pendlitian
Secara umum, penelitian bertujuan untuk memperag@mbaran dan
melakukan pengkajian, menggali, menganalisis tentzagaimana orientasi politik
etnis Tionghoa dalam penguatan komitmen kebang&eara khusus penelitian ini
untuk mengetahui tentang :
1. Orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa di KoRontianak dalam
penguatan komitmen kebangsaan.
2. Strategi warga etnis Tionghoa dalam melakukan m&sivpolitik di Kota
Pontianak.
3. Peran aktor politik warga etnis Tionghoa dalam kugtan aktivitas politik di
Kota Pontianak.
4. Faktor yang mendorong tumbuh dan meluasnya tingkentasi politik
masyarakat etnis Tionghoa dalam penguatan komitkebangsaan di Kota

Pontianak.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikamfaet baik secara
keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (praktiSecara teoritik penelitian ini
akan mengkaji sejauh mana tingkat orientasi politdsyarakat etnis Tionghoa Kota
Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan. tBatan penelitian ini di
harapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi r@paepihak sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:

1. Para akademis atau komunitas akademik, khususiga déedang pendidikan
kewarganegaraan sebagai bahan kontribusi ke ajalthsmana keterlibatan
warga negara etnis Tionghoa pada orientasi poéitiks Tionghoa dalam
penguatan komitmen kebangsaan di Kota Pontianakmiatan Barat
khususnya.

2. Bagi warga negara etnis Tionghoa hendaknya lebimanéatkan sebaik-
baiknya kesempatan yang telah diberikan oleh pertadri untuk terlibat
dalam kegiatan politik khususnya di Kota Pontiakakmatan Barat.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan korgripemikiran bagi pemerintah
maupun_partai politik agar senantiasa memberikauligian politik khususnya
kepada pemilih-pemula sehingga perilaku politik gamilih pemula didasarkan

atas orientasi yang jelas dan raional.
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E. Keterbatasan Penelitian
Sebagaimana hasil laporan penelitian studi kasng gdakukan masih ada
sisi kekurangan dan kelemahannya, oleh karenaeiu penelitian selanjutnya, baik

oleh peneliti sendiri maupun peneliti lainnya.

F. Difinis Konseptual

Dalam judul penelitian ini, terdapat beberapa kmasep utama yakni; pendidikan
kewarganegraan, orientasi politik, masyarakatraddlitik, nasionalisme-kebangsaan.
1.  Pendidikan Kewarganegraan

Pendidikan kewarganegaraaanitifenship educatignadalah pendidikan yang
memfokuskan pada pembentukan sikap, perilaku, daralntentang beragam segi
kehidupan warga negara meliputi segi agama, so#fiarkd bahasa, suku, bangsa serta
wawasan nasional dan kebangsaan agar setiap capag rdenjadi warga negara yang
cerdas, terampil, dan berkarater sebagaimana yemgawbtkan oleh Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Depdiknas, 2003:7).
2. Orientad Palitik

Orientasi politik adalah persepsi, pola sikap, Hadaya politik seseorang atau
kelompok masyarakat terhadap berbagai masalahkpditn pristiwa politik serta
pembentukkan struktur dan proses kegiatan polidsyarakat maupun pemerintahan.

Orientasi politik tersebut menyangkut tingkat péalgean, perasaan, keterlibatan, dan
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penolakkan, serta penilaian terhadap obyek kekaagaean dan wewenang dalam sistem
politik dan Pemerintahan yang sedang berlangsung.

Politik itu sendiri bisa dikatakan cerdik, dan kgaana yang dalam pembicaraan
sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagaiu soara yang dipakai untuk
mewujudkan tujuan (Syafie dan Azhari 2009:6). Seéamanitu Almod dan Verba
(2009:16), mendifinisikan orientasi politik jugapdd dikatakan sebagai budaya politik
dimana sebagai suatu sikap orientasi yang khasawesgara terhadap sistem politik dan
aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peramga wegara yang ada di dalam
sistem itu.

Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pantasi khusus menuju politik
di antara masyarakat itu bangsa itu, mereka md@rataahwa warga negara senantiasa
mengindentifikasikan diri mereka dengan simbol-simiblan lembaga kenegaraan
berdasarkan orientasi yang mereka miliki, dengemtasi itu pula mereka memiliki serta
mempertanyakan tempat dan peranan mereka di diskem politik. Selanjutnya menurut
Almod. (1966:16), budaya politik adalah pola sikiam orientasi individu terhadap politik
di antara anggota sistem politik. Orientasi irdliMtu memiliki sejumlah komponen yakni:
a. Orientasi kognitif, meliputi aspek pengetahuan, ldarakinan
b. Orientasi afektif, meliputi aspek perasaan terkasterlibatan, penolakkan,
dan sejenisnya tentang obyek politik
c. Orientasi evaluasi, meliputi aspek penilaian daimidpntang objek politik
yang biasanya melibatkan nilai-nilai terhadap obpektik dan kejadian-
kejadian.

Dari beberapa komponen di atas dapat diartikeentasi individu terhadap

obyek politik dapat dipandang dari tiga hal ituel®karena itu individu memiliki tingkat
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akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem poki#gpa pemimpinnya, dan masalah-masalah
dari kebijakan nya. Inilah yang di sebut dimengjritf.

Namun mereka mungkin memiliki alinasi atau pendakierhadap sistem. Bisa
saja faktor keluarga atau sahabatnya sudah pukg seperti itu. Atau mungkin saja ia
tidak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistarahltyang disebut dimensi afketif.
Akhirnya mungkin memiliki penilaian moral terhadsistem. Barangkali norma-norma
etiknya mendorong dia mengecam tingkat korupsi rdgwotisme. Dimensi-dimensi ini
saling berkaitan dan mungkin memiliki kombinasedalberbagai cara, inilah yang disebut
dimensi evaluasi.

3. Masyarakat

Menelaah kehidupan masyarakat sebagai sistem dasiaistem budaya, maka
terlebin dahulu kita perlu mengkaji pengertian ragslyat dan budaya agar dapat
memperolen suatu gambaran awal. Dalam sehari-beang tidak mungkin tidak
berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiag onalihat, mempergunakan, bahkan
terkadang merusak kebudayaan. Masyarakat adalaly @@au manusia yang hidup
bersama yang menghasilkan kebudayaan, keduanydapa pisahkan dan selamanya
merupakan dwitunggal, tak ada masyarakat yang tidakipunyai kebudayaan dan
sebaliknya, tak ada kebudayaan tanpa masyarakagaselvadah dan pendukungnya
walaupun secara teoritis dan kepentingan anglietigertian kedua istilah tersebut dapat
dibedakan dan dipelajari secara terpisah (Jacohogibar, 200:6). Pertanyaan yang tepat

untuk itu adalah apakah masyarakat itu? perkatamyarakat agraria, masyarakat kota,
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masyarakat petani, masyarakat agama, dan sebagdifgta masyarakat juga
dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipagdebagai suatu kumpulan
individu atau sebagai penjumlahan dari individuidli semata. Masyarakat merupakan
suatu pergaulan hidup. Definisi masyarakatiety, misalnya seperti berikut ini: Mac Iver
dan Page (dalam Jacobus Ranjabar, 2006:10) yangatakan bahwa masyarakat ialah
suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, davememg dan penggolongan, dari
pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasarsim Pemerintahan yang kuat
adalah pemerintahan mampu menjalankan tugasnyek ungngorganisasikan dan
mengintegrasikan kegiatan rakyatnya dan golongiomgan ke arah tercapainya tujuan-
tujuan dari masyarakat seluruhnya. SebagaimantakidcalLaski dalam Miriam Budiarjo
(2005), masyarakat adalah sekelompok manusia yidng bersama dan berkerja sama
untuk mencapai keinginan-keinginan mereka bersamsog¢iety is a group of human
beings living together and working together for gaisfaction of their mutual wants).
Oleh karena itu dibutuhkan hubungan yang sinergegs@pemerintah dan masyarakat agar
tujuan- tujuan dari pembangunan bisa tercapai. kydoutersebut dapat dijalankan melalui
koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisgang baik. Sehingga program dan
kegiatan antara pemerintah pusat dan lokal, ataenp@ah lokal dengan masyarakat tidak
tumpang tindih atau berseberangan.

4. Aktor palitik
Aktor politik adalah orang atau lembaga yang mé&mpiengaruh dan kekuasaan

dalam memainkan peran untuk mempengaruhi prosesgeungnya kegiatan politik dan
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pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-n&ginguhro, 2009). Peran aktor atau
elite politik lokal pada dasarnya sangat berperfigpada kelangsungan birokrasi daerah
tersebut. Selain itu peran-peran aktor tersebgasdrerpengaruh pada dinamika politik
dan penguatan politik lokal. Namun sebenarnyathéisa dimaanfatkan untuk percepatan
demokrasi jika para aktor tersebut serius dalamataekan roda kepengurusan birokrasi.

Oleh karena itu, peran aktor sangat menentukan ldatisasi, ada kalanya bisa
mendukung proses demokratisasi, namun adakalasgra jmalah menghambatnya. Itu
semua kembali dan tergantung bagaimana peran kiaratersebut. Pada era orde baru,
para aktor lokal tidak mampu berperan banyak kasen&ralisasi ke-pemerintahan yang
hanya terfokus pada pemerintah nasional PresidehaBio. Sementara itu pakar aktor
cukup “diam di tempat” dan menunggu perintah damitas pemerintah nasional (pusat).
Sentralisasi seperti itu sebenarnya sangat mengthgrises deokratisasi. Apalagi pada
era kepimpinan Presiden Soeharto sesuatunya bdes@emerintah pusat dan seolah-
olah absolut. Setelah gerbang reformasi terbuka padviei 1998, pada saat itu Presiden
Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Runtusthsoiritas ke- pemerintahan orde
baru, dan mulailah perombakan-perombakan padaikpdin birokrasi kenegaraan.
Perubahan-perubahanpun terjadi disana-sini, Seasialke-pemerintahanpun bergeser
pada disentralisasi. Oleh karena itu, aktor lokalpulai menampakkan aksi dan perannya
di kancah politik lokal.

Pasca orde baru peran aktor lokal semakin kertarani tampak pada gejala-

gejala politiknya, salah satunya dalah pemekaréayah. Pemekaran wilayah yang pada

dasarnya bertujuan untuk mempermudah layanan pdhblik percepatan demokratisasi
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banyak dilakukan oleh daerah-daerah yang mempuahyar lokal kuat. Namun tidak
dapat dipungkiri juga bahwa ternyata aksi pemekataerah tersebut ada kalanya
ditumpangi oleh kepentingan politik dengan tujugnen pragmatis yang mendominasi.
5. Nasonalisme-K ebangsaan

Adalah suatu keadaan jiwa yang berupa keinsyafankdaadaran berbangsa
sebagai suatu bangsa yang lahir secara alamiahakkesamaan sejarah, kebersamaan
kepentingan, rasa senasib, dan sepenanggungan malaghadapi masa lalu, masa kini,
dan masa yang akan datang. Nasionalisme-kebanggganiwarnai dengan kesamaan
pandangan, harapan, tujuan, budaya, bahasa,tai@ac kecintaan kepada tanah air yang
dapat memperekat jati diri untuk mewujudkan peesatdan kesatuan berbangsa dan
bernegara. Senada dengan apa yang di sampaikanPokgpawardojo, (1995:116),
nasionalisme adalah faham kebangsaan yang menyai@aalitas tertinggi terhadap
masalah-masalah duniawi dari setiap negara yamglkdin kepada negara dan bangsa.

Berkaitan dengan hal di atas, maka kebangsaamasinalisme lebih menitik
beratkan kepada keadaan jiwa yang berupa keinsgafarkesadaran berbangsa sebagai
suatu bangsa yang lahir secara alamiah karena &asamgjarah, kebersamaan kepentingan,
rasa senasib dan sepenanggungan dalam menghadagalmgkini dan yang akan datang.
Nasionalisme-kebangsaan berkaitan dengan apa yasagahkan wawasan kebangsaan
pada setiap warga negara Indonesia, karna di dadateks Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), makna dan hakekat serta wawasharigsaan tersebut sangat penting
untuk dipahami oleh setiap warga negara Indond3engan kata lain wawasan

kebangsaan dapat diartikan sebagai sudut pandaaty bangsa dalam memahami
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keberadaan jati diri dan lingkungannya pada dagamgrupakan penjabaran dari filsafah
bangsa itu sesuai dengan keadaan wilayah suattardga sejahtera yang dialaminya.
Wawasan kebangsaan inilah yang mentukan cara gabdagsa memanfaatkan kondisi
geografis, sejarah, sosial-budayanya dalam menc#épaita dan menjamin kepentingan
nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandadgrdiingkungannya baik ke dalam

maupun lingkungan yang lebih luas lagi.

G. Metodologi Pendlitian
1. Pendekatan dan metode Pendlitian
Metodologi adalah proses, prinsip-prinsip dan mosgang kita gunakan untuk
mendekati masalah dan mencari jawaban. Mendasdikapada pengertian ini, pada
rencana penelitian tesis yang hendak dilakukan méelulis pendekatan yang digunakan
kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini menggkaa pendekatan kualitatif, Creswell
(1998), mendefinisikan penelitian kualitatif seldmgikut.
Qualitative research is an inquiry process of ursi@nding based on distinct
methodological traditions of inquiry that exploresacial or human problem.
The researcher builds a complex, holistic pictiaealyses words, reports
detailed views of informants, and conducts theysiné natural setting.
Kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitinalitatif adalah proses
penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi noébgd penelitian tertentu dengan
cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Remeimbuat gambaran kompleks

bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaparikpandangan-pandangan para

informan secara rinci, dan melakukan penelitiammadituasi alamiah
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Penelitian kualitatif menurut Nasution (1996:18)setbut juga dengan
penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karesdat dan data yang dikumpulkan
bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena kdamenggunakan alat-alat pengukur.
Disebut naturalistik karena situasi lapangan paaelibersifat natural atau wajar,
sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diaturathegksperimen atau tes.

Oleh karena data yang hendak diperoleh dari renganelitian tesis bersifat
kualitatif berupa deskripsi analitik tentang supgristiwa yang diambil dari situasi
yang wajar, maka dibutuhkan ketelitian dari peneghtuk dapat mengamati secermat
mungkin aspek-aspek yang diteliti, dari hal terseledihat disini bahwa peranan
peneliti sangat menentukan sebagai alat penelili@ma (key instrumen)yang
mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara ubgustr Dalam kaitan ini
Nasution, (1996:9), berpendapat bahwa:

Hanya manusia sebagai instrumen dapat memahamiamataraksi antar

manusia, membaca gerak muka, menyelami perasaan nii@n yang

terkandung dalam ucapan atau perbuatan respondalaupvin digunakan
alat rekam atau kamera peneliti tetap memegang)pgema sebagai alat
penelitian.

Begitu pula dalam rencana penelitian tesis, pemselsmgai instrumen utama
yang berusaha mengungkapkan data secara mendatganddibantu oleh beberapa
tehnik pengumpulan data. Sebagaimana yang dikerankalleh Moleong, (2005:9),
bahwa :

Bagi peneliti kualitatif manusia adalah instrumeanoa, karena ia menjadi

segala dari keseluruhan penelitian. la sekaligusupadan perencana,

pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsirpdda akhirnya ia menjadi
pelopor penelitiannya.
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Disamping menekankan pada faktor peneliti sebalgaipenelitian utama,
rencana penelitian tesis inipun memperhatikan poédode yang digunakan agar
hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Penektiafitatif dengan metode studi
kasus dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memaesyataan-kenyataan yang
terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Melaluidglatan kualitatif dengan
metode studi kasus akan lebih luas dan mendalangumgkapkan kajian tentang
orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa di KdRantianak dalam penguatan
komitmen kebangsaan. Menurut S. Nasution, (1996:55)

Studi kasus atau case study adalah untuk pensfdizon mendalam tentang suatu

aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalam@gase study dapat

dilakukan terhadap seorang individu, kelompok aaatu golongan manusia,
lingkungan hidup manusia atau lembaga sosial.

Sedangkan Menurut Maxfield (dalam Nazir, 1983:@@jlikasus atau case study
adalah:

Penelitian tentang status subjek penelitian yangehaan dengan suatu fase

spesifik atau khas dari keseluruhan personalitasgubjek penelitiannya dapat

berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masgaraBehingga dapat
memberikan gambaran secara mendetail tentangblelgkang, sifat-sifat serta

karakter-karakter yang khas dari kasus, yang kemuiri sifat-sifat khas di atas
akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.



